
ÓKEDAULATAN RAKYATÓ 

HALAMAN 11OPINIKAMIS WAGE, 13 JANUARI 2022

( 9 JUMADILAKIR 1955 )

NANDUR sing dipangan, mangan

sing ditandur merupakan ajaran ma-

syarakat Jawa untuk mengoptimalkan

sumber daya sekitar untuk kebutuhan

pangan. Ajaran tersebut selaras dengan

Undang-undang No 18 Tahun 2012 ten-

tang pangan yaitu perlu adanya kemam-

puan produksi pangan yang beraneka

ragam dengan memanfaatkan potensi

sumber daya alam, manusia, sosial, eko-

nomi dan kearifan lokal secara bermarta-

bat. Sayang, ajaran tersebut menjadi se-

kadar romantika. Dahulu adalah lumrah

ketika lahan pekarangan ditanami bera-

gam tanaman konsumsi dari sayuran hi-

jau, buah-buahan hingga kolam ikan.

Kenangan diatas mungkin tidak lagi

dirasakan generasi sekarang karena

ajaran nandur sing dipangan, mangan

sing ditandur dianggap tidak lagi rele-

van. Bagi masyarakat perkotaan tidak

relevan karena keterbatasan lahan dan

membeli lebih praktis daripada mena-

nam. Masyarakat desa yang notabene

memiliki lahan ternyata berpikir sama.

Pertanian Komersial

Pada masa pertanian subsisten, ma-

syarakat desa terbiasa menanam bera-

gam komoditi pangan dengan sumber

daya yang ada. Lalu sejak dikenalkan

pertanian komersial, fokus masyarakat

desa bergeser pada komoditi yang sesuai

permintaan pasar. Akibatnya masyara-

kat desa mulai melupakan berbagai ta-

naman pangan lokal dari umbi umbian

(suweg, gembili, talas, ganyong), sayuran

hijau (kelor, katuk, adas, jlegor, genjer)

dan buah (jambu air, pisang genderuwo,

dhuwet, ciplukan, talok). Transformasi

pertanian komersial tidak salah namun

tanpa disadari mengikis naluri mena-

nam untuk konsumsi sendiri (subsisten).

Pemerintah Daerah DIY menangkap

keresahan ini dengan menginisiasi Pro-

gram Lumbung Mataraman. Lumbung

Mataraman adalah pemanfaatan lahan

pekarangan untuk mendukung keterse-

diaan pangan bernutrisi sekaligus pe-

lestarian tanaman pangan lokal. Keba-

ruan dari program ini adalah pengelola-

annya secara gotong royong dengan de-

sain panen berkala. Berkala artinya la-

han dikelola agar memberikan hasil pa-

nen harian (telur), bulanan (sayuran),

tiga bulanan (ikan, unggas), enam bu-

lanan (buah-buahan), tahunan (ternak).

Manajerial Lumbung Mataraman

adalah Kelompok Wanita Tani (KWT)

yang anggotanya beragam profesi.

Tahun 2021 terdapat 52 kelompok

Lumbung Mataraman yang tersebar di 5

kabupaten/kota di DIY. Rata rata kelom-

pok tersebut memerlukan waktu tiga

sampai empat bulan untuk mengubah la-

han pekarangan menjadi lahan pa-

ngan. Hasil penelusuran, kebumn

mampu memberikan manfaat

ekonomi bagi anggota dari pem-

belian panen yang lebih murah

dan berkualitas. Namun manfaat

ekonomi ini dirasa kurang sig-

nifikan sebab frekuensi pembelian

terbilang jarang dan volumenya

sesuai konsumsi. Lalu mengapa

anggota KWT bertahan bersusah

payah menggarap kebun?.

Beragam Aktivitas

Jawabannya adalah tuna satak

bathi sanak. Artinya merugi sedi-

kit uang tapi untung mendapat

saudara. Dalam keseharian kebun

juga berfungsi sebagai ruang un-

tuk beragam aktivitas. Ruang re-

laksasi saat anggota nandur,

ngopeni, manen atau sekadar

nyawang ijo-ijo sambil bercengke-

rama. Ruang edukasi pertanian

untuk anak sekolah.

Potensi Lumbung Mataraman tidak

berhenti sekadar guna diatas, dengan

dukungan pentahelix (pemerintah,

akademisi, dunia usaha, masyarakat dan

komunitas) dampaknya akan makin lu-

as. Pertama, sebagai pengawet gotong

royong. Kedua, menjadi identitas perju-

angan terhadap isu kemandirian pa-

ngan. Ketiga menjadi hub pemersatu an-

tar identitas di masyarakat. Keempat,

menjadi sarana gerakan sosial dan

ekonomi lokal. Kelima, menjadi penguat

kearifan lokal pertanian. Keenam seba-

gai kotribusi perbaikan lingkungan hi-

dup lewat budidaya yang ramah ling-

kungan. Ketujuh sebagai upaya pelestar-

ian tanaman pangan lokal untuk

keanekaragaman hayati.  ❑

*)  Danang Aryo Prakoso STP MSc,

Peneliti Pertama Pemerintah Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta.

Aspek Hukum Kebiri Kimia

Danang Aryo Prakoso

Pemerintah putuskan vaksinasi boos-

ter gratis.

-- Keselamatan rakyat adalah hal

utama.

***

Pemerkosa 13 santri dituntut hu-

kuman mati dan kebiri.

-- Diharapkan timbulkan efek jera.

***

RUU TPKS disahkan 18 Januari 2022.

-- Proses hukum tak perlu tunggu

pengesahan RUU.

Kearifan Lokal dalam Lumbung Mataraman

TERDAKWA pemerkosa sejumlah

santri, Herry Wirawan selain dituntut hu-

kuman mati juga dituntut kebiri kimia.

Masyarakat masih awam ihwal kebiri

kimia. Sementara ini yang dikenal luas

adalah kebiri sapi, dengan ciri sapi menja-

di gemuk dan tujuannya dikebiri untuk

memperoleh keuntungan dari daging sapi.

Ini berbeda dengan kebiri manusia,

apalagi menggunakan sarana zat kimia.

Kita perlu melihatnya dari aspek hukum,

pengertiannya dan prosesnya.

Tata cara kebiri kimia, pemasang-

an alat pendeteksi elektronik, rehabili-

tasi dan pengumuman identitas

pelaku kekerasan seksual terhadap

anak diatur dalam Peraturan Peme-

rintah Nomor 70 Tahun 2020 pada 7

Desember 2020. Sebelumnya terdapat

Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang ber-

kaitan dengan perlindungan anak ter-

hadap pelaku pencabulan.

Aturan ini menjelaskan lebih detail.

Pasal 1 Ayat (2) aturan ini menyebut-

kan, kebiri adalah pemberian zat ki-

mia melalui penyuntikan atau metode

lain. Kebiri diberikan kepada pelaku

yang pernah dipidana karena melaku-

kan kekerasan atau ancaman kekeras-

an memaksa anak melakukan perse-

tubuhan dengannya atau orang lain.

Sehingga menimbulkan korban lebih

dari satu orang, mengakibatkan luka

berat, gangguan jiwa, penyakit menular,

terganggunya atau hilangnya fungsi re-

produksi dan/atau korban meninggal

dunia. Untuk menekan hasrat seksual

berlebih yang disertai rehabilitasi.

Selanjutnya pasal 5 disebutkan, ke-

biri kimia dikenakan untuk jangka wak-

tu paling lama 2 tahun. Tindakan kebiri

kimia harus dilakukan petugas yang me-

miliki kompetensi. Sebelum dikebiri,

pelaku harus melalui penilaian klinis, ke-

simpulan, hingga akhirnya hukuman di-

laksanakan sebagaimana diatur pasal 6.

Dalam pasal 9 disebutkan bahwa hu-

kuman kebiri kimia dilakukan setelah

pelaku menjalani masa pidana pokok.

Setelah dilakukan, jaksa juga harus

memberitahu pihak keluarga korban

bahwa hukuman tersebut telah dilak-

sanakan.

Kebiri kimia adalah salah satu hu-

kuman untuk pelaku kekerasan seksual

terhadap anak di Indonesia. Hal ini dije-

laskan pada Perppu No 1 Tahun 2016

tentang Perlindungan Anak, khususnya

pada pasal 81 (tentang sanksi terhadap

pelaku pemerkosaan) dan pasal 82 (ten-

tang sanksi terhadap pelaku pencabu-

lan). Kekerasan seksual terhadap anak

sering kali berkaitan dengan pedofilia.

Kebiri pada pria adalah prosedur sese-

orang akan kehilangan fungsi testisnya,

sehingga kehilangan libido dan mandul.

Pengebirian memiliki dua jenis prosedur

yang berbeda, yaitu dengan pembedahan

dan proses kimia. Dalam pengebirian be-

dah, atau pembedahan testis, efek yang

ditimbulkan adalah permanen. Namun,

dalam pengebirian kimia, obat-obatan

akan diberikan secara berkala untuk me-

ngurangi kadar testosteron dalam tubuh,

sehingga dorongan seksual akan berku-

rang.

Mesti Selektif

Meskipun sudah dituangkan dalam

peraturan perundangan dan sudah dite-

rapkan dalam praktik peradilan toh

masih dipersoalkan dari perspektif hak

asasi manusia (HAM). Komnas HAM

Indonesia berpendapat, kebiri kimia ter-

masuk dalam bentuk penyiksaan,

bertentangan dengan HAM. Alasannya

dalam pasal 28 G ayat (2) UUD NKRI

1945: Setiap orang berhak untuk bebas

dari penyiksaan atau perlakuan yang

merendahkan derajat martabat manusia

dan berhak memperoleh suaka politik

dari negara lain.

Namun Deputi Perlindungan Anak

Kementerian PPA, Nahar, memban-

tah pernyataan yang menyebut hu-

kuman kebiri kimia yang diatur PP

Nomor 70/2020 melanggar prinsip

HAM. Menurut Nahar, hukuman ke-

biri kimia dalam PP merupakan

amanat UU Nomor 17 Tahun 2016

tentang Perlindungan Anak.

Hukuman kebiri kimia dimaksudkan

untuk menjamin pengakuan dan

penghormatan terhadap HAM serta

kebebasan dasar orang lain, kesusi-

laan, ketertiban umum, dan kepen-

tingan bangsa.

Realitasnya, hukuman kebiri kimia

telah disahkan dalam PP Nomor

70/2020 dan sudah diterapkan dalam

praktik peradilan. Penulis setuju de-

ngan rekomendasi Komnas HAM,

bahwa penggunaan hukuman kebiri

kimia ini harus sangat selektif dan

terbatas. Serta melewati proses screen-

ing yang ketat. Sehingga benar-benar

memenuhi aspek hukum danHAM. ❑

*) Dr Imam Anshori Saleh SH MH,

mantan Anggota KY, pemerhati dan

praktisi hukum.

Imam Anshori SalehVaksin Booster untuk Rakyat
INI kabar gembira dari pemerintah

pusat yang menggratiskan vaksin

penunjang atau booster bagi masya-

rakat Indonesia. Sebelumnya ada

dua skenario pemberian booster,

yakni gratis dan berbayar. Namun,

Presiden Jokowi langsung mengu-

mumkan sendiri bahwa pemerintah

memutuskan vaksinasi Covid-19

penguat atau booster diberikan se-

cara gratis kepada masyarakat

Indonesia dimulai Rabu (12/1) de-

ngan prioritas bagi lanjut usia dan

kelompok rentan.

Pertimbangannya, selain untuk

meningkatkan kekebalan tubuh ma-

syarakat, mengingat virus Covid-19

telah bermutasi, yang paling utama

adalah keselamatan rakyat. Dalam

beberapa kesempatan Presiden

menegaskan bahwa keselamatan

masyarakat adalah hal yang paling

utama. Artinya, urusan di luar

keselamatan masyarakat, termasuk

ekonomi dan lain-lain,  berada pada

level di bawahnya.

Kita tentu mengapresiasi niat baik

pemerintah yang hendak menyela-

matkan rakyat dari bencana non-

alam pandemi yang lebih besar.

Salah satu ikhtiar yang bisa di-

lakukan yaitu dengan memberi

vaksin penunjang. Meski vaksinasi

booster tidak bersifat wajib, hemat

kita,  alangkah baiknya masyarakat

mengikutinya kecuali ada pertim-

bangan medis yang tidak memung-

kinkan diberi vaksin booster.

Bagaimana dengan DIY ?

Walaupun sejauh ini belum ada

pengarahan dari pusat, namun ber-

bagai persiapan, seperti pendataan

melalui kelompok  yang ada di ma-

syarakat, telah dilakukan, sehingga

begitu ada arahan dari pusat, bisa

langsung dilaksanakan. Apalagi,

seperti disampaikan Sekda DIY Drs

K Baskara Aji, DIY sudah punya

vaksinnya (KR 12/1).

Meski belum ada pengarahan de-

tail, namun apa yang disampaikan

Presiden Jokowi bisa menjadi pand-

uan, yaitu prioritas diberikan kepada

lansia dan kelompok rentan. Kelom-

pok rentan adalah mereka yang se-

ring berinteraksi atau kontak erat de-

ngan masyarakat,  seperti tenaga

kesehatan (nakes), guru, petugas

pelayanan publik serta wartawan.

Pemberian booster ini pun harus

memenuhi persyaratan yaitu mere-

ka yang telah enam bulan mendapat

vaksin lengkap atau dosis dua. Kita

juga yakin fasilitas pelayanan kese-

hatan (Fasyankes) milik pemerintah,

seperti Puskesmas, rumah sakit

Pemerintah maupun rumah sakit mi-

lik Pemerintah Daerah telah siap

melaksanakan vaksinasi booster

sesuai arahan pemerintah.

Berkaitan itu, kita mengingatkan

masyarakat untuk tetap mematuhi

protokol kesehatan (prokes) meski

telah mendapatkan vaksin lengkap,

bahkan booster sekalipun. Sebab,

melihat perkembangan di beberapa

negara seperti Amerika Serikat dan

Eropa, varian baru Omicron telah

menyebar secara masif dan menye-

rang orang yang abai prokes, meski

telah mendapat vaksin lengkap.

Pengalaman dari negara tetangga

hendaknya menjadi masukan agar

kita lebih waspada dan tidak meng-

abaikan prokes.

Hemat kita, pemberian vaksin

booster adalah bentuk ikhtiar kita un-

tuk terhindar dari penyebaran Covid-

19, terutama varian baru yang masih

bermunculan. Lebih dari itu, kita

berharap masyarakat selain mere-

spons positif pemberian vaksin

booster gratis, juga taat prokes.

Inilah cara kita melawan pandemi

yang hingga saat ini belum juga ber-

akhir.  ❑

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan mengi-

rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan

Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya me-

nerima tulisan lewat email :

opinikr@gmail.com dengan panjang

tulisan antara 535  - 575 kata, dengan

mengisi subjek mengenai isu yang ditulis

serta jangan lupa menampilkan fotocopy

identitas. Terimakasih. 
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Pendidikan Bermakna
DUNIA saat ini adalah dunia yang

sangat berbeda dengan dunia be-

berapa dekade lalu. Perubahan terja-

di begitu cepat. Revolusi teknologi

menjadi pendorong lompatan per-

ubahan yang akan berpengaruh pa-

da cara hidup, cara bekerja, dan ten-

tu saja cara belajar. Meramalkan

masa depan menjadi semakin sulit

karena ketidakpastian perubahan

yang ada.

Perubahan dan perkembangan

dunia begitu cepat dan pesat. Begitu

juga dengan dunia pendidikan yang

mengalami perubahan secara global.

Dunia global menciptakan persaing-

an yang ketat pada kompetensi, pe-

ngetahuan, dan keterampilan yang

unggul. Proses pendidikan dituntut

menciptakan beragam inovasi dan

kreativitas demi meningkatkan kuali-

tas generasi bangsa. Dunia zaman

now membutuhkan generasi yang

cerdas intelegensial dan emosional

agar mampu menghadapi persaing-

an. Salah satu cara mengembang-

kan generasi bangsa dengan pen-

didikan bermakna.

Pendidikan bermakna tidak harus

sesuatu yang besar, cukup sederhana

dan bermakna. Pendidikan bermakna

merupakan pendidikan yang efektif

untuk diberikan kepada anak didik.

Bukan hanya menyediakan sarana

untuk membentuk generasi bangsa

cerdas secara kognitif saja, tetapi cer-

das secara holistik yang siap meng-

hadapi dinamika di semua ranah kehi-

dupan. Namun yang harus dipastikan

kepada generasi bangsa adalah bah-

wa kita memberikan dukungan

sepenuhnya kepada mereka untuk

menyiapkan diri meraih kesempatan

yang terpampang di hadapannya.

Salah satu dukungan yang perlu

kita berikan pada generasi Indonesia

adalah memastikan bahwa apa yang

mereka pelajari saat ini adalah apa

yang memang mereka butuhkan un-

tuk menjawab tantangan zaman.

Keterampilan utuh yang dibutuhkan

oleh generasi bangsa di abad 21 ini

mencakup tiga komponen yaitu kuali-

tas karakter, kemampuan literasi, dan

kompetensi.

Literasi dasar menjadi komponen

kemampuan abad 21 yang perlu kita

perhatikan. Literasi dasar memung-

kinkan anak-anak meraih ilmu dan

kemampuan yang lebih tinggi serta

menerapkannya kepada kehidupan

hariannya. Abad 21 menuntut gene-

rasi Indonesia mampu menghadapi

masalah-masalah yang kompleks

dan tidak terstruktur. Maka mereka

membutuhkan kompetensi kemam-

puan kreativitas, kemampuan ber-

pikir kritis dalam memecahkan ma-

salah, kemampuan komunikasi serta

kemampuan kolaborasi.  ❑

*) Kristianta, Kepala SD Negeri

Babarsari, Depok, Sleman.


